
[ SALINAN I 

KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN 

KEPUTUSAN SEKRETARJS KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN 

NOMOR 5 TAHUN 2026 

TENT ANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA 

PADA KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN 

SEKRETARIS KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah bahwa Pengelolaan Barang 

Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, 

kepastian hukum, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan 

akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun 

Standar Operasional Prosedur penggunaan Barang Milik 

Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari 

Selatan; dan 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan hurufb perlu menetapkan 

Keputusan Sekretaris Komisi Pernilihan Umum Kabupaten 

Manokwari Selatan tentang Standar Operasional Prosedur 

Penggunaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Manokwari Selatan. 

1 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara 5533) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 

tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab 

Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.06/2016 

tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Tata Cara 

Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 346); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

ten tang Togas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

21  Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Togas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan 

2. 

3. 
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7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 198/HK.03.  l-Kpt/04 /KPU /X/2017 ten tang 

Menetapkan 

KESA TU 

KE DUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN BARANG MILIK 

NEGARA PADA KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MANOKWARI SELATAN. 

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penggunaan Barang 

Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Manokwari Selatan sebagaimana pada lampiran Keputusan 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Standar Operasional Prosedur Penggunaan Barang Milik 

Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari 

Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan tata cara 

penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan. 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan 

ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Manokwari Selatan. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Ransiki 

pada tanggal 3 Maret 2026 

SEKRETARIS KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN, 

ttd. 

GOLDA AGATHA 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN SEKRETARJS KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN 

NOMOR 5 TAHUN 2026 

TENT ANG STANDAR OPERASIONAL PROSED UR 

PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMIS! 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

KOMISI PEMILIIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN 

TENT ANG 

PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN 

2026 

RANSIKI 

jdih.kpu.go.id/pabar/manokwariselatan

https://jdih.kpu.go.id/pabar/manokwariselatan


- 5 - 

PENGESAHAN 

1 .  Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap 

bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan; 

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat 

dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini; 

3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai 

dilaksanakan; 

4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan 

mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya; 

5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penggunaan Barang 

Milik Negara, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan 

tidak berlaku; 

6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani. 

Disahkan di Ransiki 

pada tanggal 3 Maret 2026 

SEKRETARIS KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
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NOMORSOP 

TANCGAL P£!\1BUATAN 

TANGGAL REVIS! 

TANGGAL EFEKTIF 

DISAHKAN OLEH 

NAMA SOP 

KllALIFIKASI PELAKSANA 

Nomor 5 Tahun 2026 

PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMIS! PEMILIIIAN UMl/M 
KABUPATEN 1\1.ANOK\VARI SELATAN 

I .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

3. Peraturan Pc,nerintah Nemer 27 Tahun 2014 tcntang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah 

4. Pcraturan Mcnteri Keuangan Nomor 4/PM K.06/2015 tentang 
Pcndelcgasian Kcwenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari 

Pcngelola 13arang kepada Pengguna Barang 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 Tentang Tata 
Cara Penggunaan Barang Milik Negara 

6. Peraturan Komisi Pemitihan Umum Nornor 14 Tahun 2020 Tentang 

Tugas. Fungsi. Susunan Organisasi. dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Kornisi Pemilihan Umwn. Sekrctariat Komisi Pemifihan 

Un1u111 Provinsi. dan Sekretariat Ko,nisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota 

7. Keputusan Komisi Pernilihan Umurn Republik Indonesia Nomor 

198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Negara di Liugkungan Komisi Pemilihan 
Unnun 

I .  Me,niliki kemampuan teknis dalam pengolahan data dan Lnvcntarisasi Barang Milik Negara: 

2. Memahami dan mcmiliki kualifikasi dalam mengopcrasikan Aplikasi Sistem lnforrnasi Manajemen, Akutansi dan 
Administrasi Barang Milik Negara: 

3. Mcmahaml peraturan yang menjadi payung hukwn pengetolaan aset/Barang Milik Negara (BMN): dan 

4. Memiliki kemampuan adrninistrasi surat menyurar. 
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KETERI KATAN PERALATAN/PERLE:\'CKAPAN 

I .  SOP l'ENGGUNAAN BARA NG MILIK NEGARA KPU I .  Lc,nbar Pcngajuan Penuohonan dan Buku Bon Pinjam: 
KAIJUl'ATEN MANOKWARI SEI.ATAN 2. Aplikusi SIDIPIN-BMN KPU MS: 

3. Aplikasi IBIMA-S: 

4. Berita Acara Serah Tcrima (BAST): dan 
5. Pcralatan Komputer. printer dnn Scanner. 

PERINCATAN PENCATA'l'AN DAN PENDATA.AN 

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dcngan baik mnka proses permohonar Disirnpan dalmn bentuk nnskah usli (hardcopy) dan naskah asli elcktronik (sojrcopy) 
pcnggunann invcntaris kantor tidak dapar dilaksanaknn dcngan maksimal. dru 
dnpat mcnghambar tcrlaksananya proses administrasi pcnggunaan invcntaris 
kantor dcngan rapi 
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PROSEOUR STANDAR OPERASIONAL PENGGUNAAN BARA NG MILIK NEGARA KPU KABUPATEN MANOKWARI SELA TAN 
�1UTU HAKU 

NO KEGIATAN 
PENGGUNA 

SEKRETARIS 
KASUBBAG PENGELOLA 

KETEllANGAN INVENl'A RIS KUL UARANG KELENGKAPAN \VAKTU 

I. Pihak pcm in jam (pemakai) BMN invcntaris kantor mcnyampaikan Pcrmohonru IO(sepuluh) Pcngguna invcntaris 
Pcnggunaan/Pinjan1 Pakai Barang lnventaris Kantor kepada Sekrctaris KPU Kabupatc ( M111al J I. FormulirPeminjaman men it harus dari internal 
Mnnokwari Selatan selaku Kuasa Pengguna Barang: 

I Barang Milik Negara. KPU. 

a. Pihak internal KPU Kabupatcn Manokwari Selatan mcnyampaikun permohonru 
pcnggunaan BMN dcngan mengisi fonnulir Pinjmn Pakai BMN kcmudian permohona 
dicatat ke buku bon pinjrun barang. 

b. Pcrruohonan barang hanya dapat dilakukan dalam hal dipcrgunakan untuk urusan pckerjaru 
Kantor 

2. a Sckretans menerima form u I i  r  Pinjam Pakai BMN dari pimpinan sub bagian yang Lcmbar Disposisi dan IO(sepuluh) 
akan menggunakan BMN: 

I I ·- 
Fonnulir Peminjantan mcnit 

b. Mcnyampaikan lembar disposisi berupa persctujuan kepada Kasubbag Keuangan. Umum Barang Milik Negara. 

dan Logistik (K UL) Penanggungjawab LlMN K PU Kabupaten Manokwari Selatan. 

I .  a Kasubbag KUL mcncrima dun mcngrumlisis disposisi dari Sckrctaris KPU Kabupatcn I . Lem bar Disposisi IO(scpuluh) 
Manokwari Sclatan: 

I I 
2.Buku Bon men it 

b. Mcnya,npaikan disposisi sccara bcrjcnjang kcpada Pengelola Barang/Opcrator pcrihal Pinjam Barang 
Permohonan Pcnggunaan Barang lnvcntaris Kantor. (Internal) 

2. a Pcngclola Barang/Opcrator mencrima disposisi dan melakukan pengecekan pcrihaljenis IO(sepuluh) 
invcntaris kantor di dalam aplikasi IBIMA-S; 

Aplikasi mcnit 
b. Pcngclola Barang/Opcrator mclakukan proses eek fisik lerhadap barang invcntaris 

I I IBIMA-S. 
kerucr guna menyesuaikan dcngrut Aplikasi IDIMA-S. 

.L 

3. Pcngclola Barang/Operator menyusun Bcrita Acara Sernh Terima (BAST) yang sclanjuutya akan 

� 
Komputer dan printer. IO (scpuluh) 

ditandmangani oleh Kasubbag Keuangan. Unuun dan Logisnk selaku Penanggungjawab (Pihak men it 
Pcrtarna) dan Pihak Pemohon (Pihak Kcdua). 

4. Pihak pcrtama dan pihak kcdua mclakukan pengccckan barang yang akan dipinjmn, untuk 

<> 
Cek kondisi fisik. IO(scpuluh) 

mcmastikan kondisinya baik dan tidak ada kcrusnkan. men it 

5. Pcnnndaumganan BAST dnn penycrahan barang inventaris kantor antarn Pihnk Pcrtemn dan Pihak I. BAST IO(scpuluh) 
Kcdua, dinuuru masing-masing pihnk mcmeriksa dim rnemustikan kondisi barang dalarn keadaan 2. Cck kondisi flsik. men it 
baik pada saat di Kembalikan. Pihak Kedua sclaku pcminjam bertanggungjuwab atas kcrusakan 

c Seltui ) burangjika tidak digunakan untuk urusan pckcrjaan kantor serta bertanggvngjawab mcngganti ;?f: � barang dalam ha! terjadi kehilangrut �{:,\., 

;;��is,""'""'" K . u, JJi""•- 
11 

O WARI SELATAN, 
\ ) .•• ·1 

i>'� G� GA THA 
1' ll?,VI (,8r 9 200912 2 002 
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Ketentuan Urnurn : 

I .  Mernelihara dan merawat Barang M i li k  Negara (BMN) yang rnenjadi tanggungjawabnya: 
2. Bertanggungjawab atas kearnanan, baik yang terjadi pada waktu dinas rnaupun diluar dinas: 
3. Tidak diperbolehkan rnenggunakan Barang M i l i k  Negara (BMN), untuk kepentingan pribadi/keluarga, kecuali mendapat 

ijin atau persetujuan dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang; 

4. Tidak bolch mernindahtangankan pemakaian kepada orang lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan Sekretaris KPU Kabupaten Manokwari Selatan; 
5. Menggunakan Barang M i l i k  Negara (BMN) rersebut berdasarkan peraturan, etika dan sopan sanrun penggunaan Barang Milik Negara (BMN). 
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